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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
 

Dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi berbagai permasalahan yang 

timbul karena hubungan hukum antara manusia dengan manusia lainnya. Permasalahan- 

permasalahan tersebut timbul karena sifat dasar manusia yang saling membutuhkan. 

Manusia merupakan makhluk sosial (zoon politicon), yaitu makhluk yang pada dasarnya 

mempunyai keinginan untuk hidup bermasyarakat dengan manusia-manusia lain.1 

Manusia sebagai mahluk sosial seringkali membuat ikatan sebagai wadah dalam suatu 

hubungan antar manusia. Adanya hubungan serta ikatan ini juga menjadi simbol bahwa 

manusia tersebut saling membutuhkan. 

Salah satu bentuk ikatan sosial yang terbentuk karena adanya sifat manusia yang 

saling membutuhkan tersebut adalah pernikahan. Pada peraturan hukum positif (peraturan 

perundang-undangan) yang berlaku, tak dikenal istilah pernikahan atau nikah tetapi 

digunakan istilah perkawinan. Hal ini sebagaimana dalam KUH Perdata, Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-lainnya yang mengatur 

mengenai perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.2 Penggunaan kata “ikatan lahir 

 

1 Adon Nasrullah Jamaludin, Sosiologi Perkotaan: Memahami Masyarakat Kota dan 
Problematikanya, Bandung, Pustaka Setia, 2007, hlm. 17. 

2 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
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bathin” mengartikan bahwa ikatan yang terbentuk dalam suatu perkawinan tidak hanya 

ikatan batin saja, ikatan lahir saja tetapi harus kedua-duanya.3 Ikatan pernikahan 

merupakan salah satu tahapan kehidupan yang pada umumnya dilalui dengan tujuan 

berbagai hal salah satunya meneruskan keturunan. Kehidupan berumah tangga melalui 

pernikahan merupakan salah satu lembaran hidup yang akan dilalui oleh setiap manusia. 

Saat itulah kedewasaan pasangan suami istri sangat dituntut demi mencapai kesuksesan 

dalam membina bahtera rumah tangga.4 

Dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, angka perkawinan dapat dikatakan 

tinggi per tahunnya. Menurut data dari BPS, angka perkawinan di Indonesia pada tahun 

2023 mencapai 1.577.255 per tahun.5 Angka perkawinan yang tinggi ini disebabkan salah 

satunya adalah karena perkawinan dianggap merupakan suatu kewajiban dalam 

kehidupan bermasyarakat. Pada umumnya ketika seseorang telah berusia produktif atau 

matang untuk melakukan pernikahan atau perkawinan maka seseorang tersebut akan 

dituntut untuk segera melakukan pernikahan. Menurut BKKBN usia ideal untuk 

seseorang melakukan pernikahan adalah berkisar antara 20-35 tahun untuk perempuan 

dan 25-40 tahun untuk pria.6 Masyarakat umumnya mendiskreditkan seseorang yang telah 

mencapai usia matang atau produktif tetapi masih belum melakukan pernikahan. Secara 

praktiknya, seringkali seseorang ini dijauhkan ataupun dicampakkan dalam 

 

3 K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 14. 
4 Agus Riyadi, Bimbingan Konseling Perkawinan, Yogyakarta, Ombak, 2013, hlm. 150. 
5 Angka Perkawinan di Indonesia Terus Menurun dalam 6 Tahun Terakhir, CNN Indonesia, 6 Maret 

2024, hlm. 1, kolom 1. Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20240306183127-284- 
1071319/angka-perkawinan-di-indonesia-terus-menurun-dalam-6-tahun-terakhir pada tanggal 21 Agustus 
2024, pada pukul 10.44 WIB. 

6 Salsabila Khairunnisa, “Pengaruh Pernikahan Pada Usia Dini Terhadap Peluang Bonus Demografi 
20230”, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS, Vol. 3 No.1 , 2021. hlm. 46. Diperoleh dari 
https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/view/2821 diakses pada 21 Agustus 2024. 
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kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu, untuk menjaga posisinya secara sosial dalam 

kehidupan masyarakat pada umumnya manusia sebagai mahluk sosial melakukan 

pernikahan ataupun perkawinan baik karena kemauan sendiri maupun karena paksaan 

ataupun keadaan sosial tersebut. 

Dalam berjalannya suatu hubungan perkawinan, seringkali terdapat berbagai 

kendala permasalahan yang dihadapi. Salah satu permasalahan yang banyak dialami 

masyarakat yang terikat dalam hubungan perkawinan adalah perselingkuhan. Di masa 

modern seperti saat ini, perselingkuhan menjadi salah satu fenomena yang terjadi secara 

cukup masif dalam kehidupan bermasyarakat. Perselingkuhan secara praktis dapat 

dilakukan baik oleh suami maupun oleh istri. Perselingkuhan pada dasarnya merupakan 

salah satu bentuk penyimpangan yang dilakukan baik suami ataupun istri tanpa diketahui 

oleh pasangannya. Perselingkuhan dilaksanakan dalam berbagai aspek kehidupan 

bermasyarakat baik dalam keuangan, kehidupan keluarga, pekerjaan dan lain sebagainya. 

Perubahan sikap paling nyata dan sering terjadi dalam kasus perselingkuhan adalah 

kecenderungan untuk merahasiakan sesuatu, bertindak defensif (bersikap bertahan), dan 

berbohong.7 Dalam kacamata hukum islam, perselingkuhan ialah perbuatan yang 

mengarah pada perzinahan bahkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan zinah. Zina 

berarti melakukan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan 

yang belum diikat oleh suatu pernikahan.8 

 
 
 
 

 

7 Monty P. Satiadarma, Menyikapi Perselingkuhan, Jakarta, Pustaka Populer, 2001, hlm. 10-11. 
8 Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam, Jakarta, Amzah, 2015, hlm. 34. 
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Adanya suatu perselingkuhan mengakibatkan timbul berbagai akibat terhadap 

suami dan istri yang telah menjalin ikatan pernikahan. Salah satu akibat yang timbul dari 

adanya suatu perselingkuhan adalah perceraian. Ketika perbuatan perselingkuhan tersebut 

terungkap oleh pasangan dapat terjadi suatu pertengkaran yang terjadi secara terus 

menerus, dan pada akhirnya pernikahan berakhir dengan perceraian.9 Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, perceraian adalah putusnya hubungan sebagai suami istri.10 

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan 

bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan 

pengadilan.11 Dalam hal ini, perselingkuhan seringkali memicu seseorang yang menjadi 

korban perselingkuhan mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Ketika seseorang telah 

mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan agama dan gugatan tersebut diterima maka 

perceraian telah terjadi. Selain gugatan cerai, seringkali perceraian ini berujung dengan 

timbulnya suatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum merupakan suatu 

perbuatan bertentangan dengan hukum atau norma yang mengakibatkan seseorang 

mengalami kerugian atas perbuatan tersebut. Perbuatan melawan hukum diatur dalam 

Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan 

membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian 

itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.12 

 

9 Aulia Nursyifa, “Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Media Sosial dalam Prespektif Sosiologis”, 
Jurnal  Sosiologi  Pendidikan  Humanis,  Vol.  5  No.  2,  2020.  hlm.  145-146.  Diperoleh  dari 

https://journal2.um.ac.id/index.php/jsph/article/view/16375 diakses pada 21 Agustus 2024. 
10 Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (KBBI Daring), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 

Riset dan Teknologi. Diakses dari https://kbbi.web.id/perceraian pada tanggal 21 Agustus 2024, pada pukul 
13.27 WIB. 

11 Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
12 Pasal 1365 KUH Perdata 



5 
 

 
Salah satu contoh kasus perselingkuhan yang terjadi dan berujung pada perceraian 

serta berujung pada adanya perbuatan melawan hukum adalah yang dialami DIOMEDES, 

S.H dengan mantan istrinya LENNY SILVIA dan selingkuhan istrinya yaitu YANTO 

sebagaimana dalam Perkara Tingkat Pertama Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Sdw, Perkara 

Tingkat Banding Nomor 129/PDT/2019/PT SMR, Perkara Tingkat Kasasi Nomor 4271 

K/Pdt/2022. Dalam perkara ini DIOMEDES, S.H (Penggugat) mengajukan gugatan 

perbuatan melawan hukum terhadap mantan istrinya LENNY SILVIA (Tergugat I) dan 

selingkuhan istrinya yaitu YANTO (Tergugat II). Pada perkara ini, Penggugat merasa 

dirugikan atas perbuatan melawan hukum berupa perselingkuhan yang dilakukan antara 

Tergugat I dan Tergugat II. Diketahui bahwa, Tergugat I dan Tergugat II telah tinggal satu 

rumah (kumpul kebo) dan menjalani hubungan selayaknya suami-istri terhitung sejak 

tahun 2018. Padahal dalam hal perkara ini, Tergugat 1 LENNY SILVIA masih berstatus 

sebagai istri daripada Penggugat DIOMEDES, S.H melalui ikatan pernikahan 

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 64.07.AK.2008.000.139 

pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten 

Kutai Barat. Tak hanya itu, diketahui juga Tergugat I membawa kabur satu unit sepeda 

motor milik Penggugat. Atas perbuatan tersebut, Penggugat mengajukan gugatan 

perbuatan melawan hukum pada Pengadilan Negeri Kutai Barat. Hal yang menarik dalam 

putusan tingkat pertama, banding dan kasasi pada perkara ini adalah pada tingkat pertama 

majelis hakim menerima gugatan Penggugat dan menjatuhkan ganti rugi imateriil 

sejumlah Rp.100.000.000 (serratus juta rupiah), pada tingkat banding majelis hakim 

menerima banding dari Pembanding yang semula Tergugat II dan mengubah penjatuhan 
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ganti rugi materiil yang harus dibayarkan menjadi Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). 

Dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung, majelis hakim menolak kasasi dari pemohon 

kasasi yang semula Penggugat yaitu DIOMEDES, S.H. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah 

dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus 

Perkara Perbuatan Melawan Hukum Perselingkuhan (Studi Putusan Kasasi Mahkamah 

Agung Nomor 4271K/Pdt/2022)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang dibahas 

dalam penulisan ini adalah: 

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perbuatan 

melawan hukum perselingkuhan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung 

Nomor 4271K/Pdt/2022? 

2. Bagaimana akibat hukum Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 

4271K/Pdt/2022 terhadap pihak yang berperkara? 

C. Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang dibahas dalam 

penulisan ini adalah : 

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara 

perbuatan melawan hukum perselingkuhan dalam Putusan Kasasi Mahkamah 

Agung Nomor 4271K/Pdt/2022. 
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2. Untuk menganalisis akibat hukum Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 

4271K/Pdt/2022 terhadap pihak yang berperkara. 

D. Manfaat Penelitian 
 

Penilitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun 

secara praktis yaitu sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis 
 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta ilmu 

pengetahuan tentang perbuatan melawan hukum serta perkawinan. 

b. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman mengenai bentuk akibat 

hukum serta pertanggungjawabannya dalam perkara perbuatan melawan 

hukum. 

c. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan untuk pengembangan 

ilmu hukum keperdataan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap seorang 

suami terkait akibat hukum yang dapat timbul dari tindakan perselingkuhan 

dan perbuatan melawan hukum serta langkah hukum apa yang dapat diambil 

untuk penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap seorang 

istri terkait akibat hukum yang dapat timbul dari tindakan perselingkuhan dan 

perbuatan melawan hukum serta langkah hukum apa yang dapat diambil 

untuk penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum. 
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c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap pihak 

ketiga yang terlibat dalam perselingkuhan untuk memahami akibat dari 

perselingkuhan sehingga dapat mengurangi angka perselingkuhan. 

d. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi bagi masyarakat 

secara umum, khususnya mengenai perselingkuhan, perceraian dan perbuatan 

melawan hukum. 

e. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan serta masukan bagi 

penegak hukum guna penyelasaian perkara perbuatan melawan hukum. 

E. Ruang Lingkup 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul “Pertimbangan Hukum Hakim 

Dalam Memutus Perkara Perbuatan Melawan Hukum Perselingkuhan (Studi Putusan 

Kasasi Mahkamah Agung Nomor 4271K/Pdt/2022)” dibatasi menjadi ruang lingkup 

penelitian yaitu mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perbuatan 

melawan hukum perselingkuhan sebagaimana dalam Perkara Tingkat Pertama Nomor 

14/Pdt.G/2019/PN. Sdw, Perkara Tingkat Banding Nomor 129/PDT/2019/PT SMR dan 

Perkara Tingkat Kasasi Nomor 4271K/Pdt/2022 beserta akibat hukumnya terhadap para 

pihak. 

F. Kerangka Teori 
 

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk mencari kebenaran ilmiah tentang 

hukum dengan menggunakan metode (cara) ilmiah secara metodis, sistematis dan logis 

untuk menyelesaikan masalah hukum atau menemukan kebenaran (jawaban) atas 
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peristiwa hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun secara praktis.13 Maka dari itu, 

dibutuhkan suatu kerangka teori dalam suatu penelitian hukum. Dalam meneliti melalui 

penulisan ini, penulis memakai sejumlah landasan teori yaitu sebagai berikut : 

1. Teori Pertimbangan Hukum Hakim 
 

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 

pertimbangan hakim berperan penting dalam penegakkan hukum sebagai upaya menggali 

dan menemukan hukum yang mana hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang 

memiliki tugas untuk memutuskan suatu perkara yang ada dengan memberikan rasa 

keadilan.14 

Dalam hal ini terdapat beberapa pendekatan yang digunakan oleh hakim dalam 

mempertimbangkan suatu perkara seperti pertimbangan atau alasan yang mendasari 

sebuah putusan oleh hakim dalam istilah hukum disebut sebagai ratio decidendi. Hakim 

sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu harus mempertimbangkan mengenai salah 

tidaknya seseorang atau benar atau tidaknya suatu peristiwa yang kemudian memberikan 

atau menentukan hukuman. 

Adapun sebagai pertimbangkan dalam penjatuhan putusan, Alexander Mackenzie 

menjelaskan bahwa pada pertimbangan dari hakim atas proses jatuhan putusan di dalam 

suatu kasus akan digunakan beberapa teori ataupun pendekatan yang sesuai dengan 

 
 
 
 

13 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram, Mataram University Press, 2020, hlm. 21. 
14 Nur Fitria Annisa, “Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman”, Lex et Societatis, Vol. V, No. 3, Mei 2017, hlm. 
157. Diakses dari https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/ view/15588 pada tanggal 4 
September 2024. 
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kasusnya, yakni:15 
 

a. Teori Keseimbangan yang berarti bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim 

harus mempertimbangkan keseimbangan antara persyaratan dalam hukum 

positif berupa peraturan perundang-undangan dengan keadaan pada kondisi 

lingkungan sekitar maupun keadaan dari para pihak yang terlibat dalam 

perkara tersebut. 

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi yang berarti bahwa pada saat terjadi 

penjatuhan putusan secara final, majelis hakim berkewajiban 

mempertimbangkan pula beberapa hal yang berkaitan dengan penjalanan 

putusan hingga putusan yang diputus bersifat wajar. Dalam pendekatan ini 

juga hakim menggunakan dorongan hati atau nalurinya dengan ditambahkan 

pengetahuannya sebagai hakim. 

c. Teori Pendekatan Keilmuan yang menjelaskan bahwa putusan yang dijatuhi 

oleh hakim juga harus berlandaskan dari berbagai keilmuan hukum serta 

wawasan lainnya guna terwujudnya putusan yang seadil-adilnya. 

d. Teori Pendekatan Pengalaman yang menjelaskan bahwa sebagai 

pertimbangan putusan, hakim juga harus mempertimbangkan pengalaman- 

pengalamannya yang telah memutus kasus serupa sebelumnya. 

e. Teori Ratio Decidendi menyatakan bahwa hakim harus mempertimbangkan 

berbagai hal yang ada di balik kasus yang sedang ia tangani tersebut. Hakim 

 

 

15 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, 
hlm. 102. 
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juga harus memperhatikan inti dari permasalahan pada kasus dan menerapkan 

peraturan yang sesuai untuk digunakan dalam penentuan putusan. 

f. Teori Kebijaksanaan menyatakan bahwa dalam pertimbangan putusan, hakim 

harus menggunakan kebijaksanaannya untuk melindungi masyarakat akan 

suatu peristiwa hukum. 

Aspek terpenting dalam penjatuhan adalah terwujudnya suatu keadilan yang seadil- 

adilnya. Hal ini disebabkan oleh adanya nilai-nilai keadilan ("ex aequo et bono"), 

kepastian, dan kemanfaatan hukum yang berkaitan dengan perkara yang tersebut. 

Penulis menggunakan Teori Pertimbangan Hukum Hakim untuk melakukan analisa 

terhadap pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus sebagaimana dalam 

Putusan Kasasi Nomor 4271K/Pdt/2022. 

2. Teori Perbuatan Melawan Hukum 
 

Teori perbuatan melawan hukum atau yang dikenal sebagai onrechtmatige daad 

dalam hukum Belanda adalah konsep penting dalam hukum perdata, khususnya dalam 

hal tanggung jawab perdata. Salah satu tokoh penemu dan pengembang teori ini adalah 

Paul Scholten, seorang ahli hukum asal Belanda. Scholten berperan penting dalam 

pengembangan doktrin perbuatan melawan hukum pada awal abad ke-20.16 

Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan melawan hukum dalam bidang 

keperdataan. Karena untuk tindakan perbuatan melawan hukum pidana (delik) atau yang 

disebut dengan istilah “perbuatan pidana” mempunyai arti konotasi dan pengaturan 

 

16 Fakhruddin Arrozi, “Perbuatan Melawan Hukum Materiil menurut Hakim Pengadilan Negeri 
Kepanjen”, Al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 4 No.1, 2014. hlm. 84. Diperoleh dari 
https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/49 pada tanggal 7 Oktober 2024. 
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hukum yang berbeda sama sekali. Demikian juga dengan perbuatan melawan hukum oleh 

penguasa negara atau yang disebut dengan “onrechmatige overheidsdaad” juga 

mempunyai arti konotasi dan pengaturan yang berbeda juga.17 Perbuatan melawan hukum 

lebih diartikan sebagai sebuah perbuat an ‘melukai’ (injury) daripada pelanggaran 

terhadap kontrak (breach of contract). Apalagi gugatan perbuatan melawan hukum 

umumnya tidak didasari dengan adanya hubungan hukum kontraktual.18 

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, perbuatan melawan hukum diatur 

dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan “tiap perbuatan yang melanggar hukum 

dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan 

kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.19 Melalui 

definisi menurut KUH Perdata tersebut, maka dapat dipahami terdapat beberapa unsur 

yang harus terpenuhi sebagai syarat daripada suatu perbuatan melawan hukum yaitu 

sebagai berikut :20 

1. Perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) 
 

2. Harus ada kesalahan 

3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan 
 

4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian 
 
 
 
 
 
 
 

 

17 Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermasa, 2005, hlm. 2. 
18 Rosa Agustina, Hukum Perikatan (Law of Obligations), Denpasar, Pustaka Larasan, 2012, hlm. 3. 
19 Pasal 1365 KUH Perdata 
20 Syahrul Machmud, Penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi dokter yang diduga 

melakukan Medikal Malpraktek, Cetakan kesatu, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm. 55. 
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Unsur tersebut, harus terlebih dahulu terpenuhi secara keseluruhan. Apabila satu 

saja dari unsur tersebut diatas tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut dapat dikatakan 

bukan perbuatan melawan hukum. 

Perbuatan dalam arti “perbuatan melawan hukum” meliputi perbuatan positif, yang 

dalam bahasa asli bahasa Belanda daad (Pasal 1365) dan perbuatan negatif, yang dalam 

bahasa Belanda nalatigheid (kelalaian) atau onvoorzichtigheid (kurang hati-hati) seperti 

ditentukan dalam Pasal 1366 KUH Perdata.21 

Ketika seseorang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan 

kerugian bagi orang lain, serta secara jelas menunjukkan perbuatan tersebut sebagai 

kategori melawan hukum. Maka, tindakan tersebut dapat dikatakan merupakan 

pelanggaran hukum atau pelanggaran terhadap hak orang lain yang dilindungi secara 

hukum. Perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. 

Teori perbuatan melawan hukum digunakan oleh penulis untuk melakukan analisa 

terhadap perbuatan melawan hukum perselingkuhan sebagaimana dalam Putusan Kasasi 

Nomor 4271K/Pdt/2022. 

3. Teori Akibat Hukum 
 

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum 

atau perbuatan dari subjek hukum.22 Menurut Jazim Hamidi. Kata dampak hukum /akibat 

hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau 

 
 
 

 

21 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Bandung, Alumni, 2002, hlm. 142. 
22 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Bogor, Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 39. 
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eksplisit.23 R. Soeroso dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Ilmu Hukum” 

menyebutkan bahwa terdapat beberapa jenis akibat hukum yang timbul dari suatu 

peristiwa hukum yaitu sebagai berikut: 24 

a. Akibat hukum yang wujudnya lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu 

keadaan hukum tertentu; 

b. Akibat hukum yang wujudnya lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu 

hubungan hukum tertentu; 

c. Akibat hukum yang wujudnya sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek 

hukum (perbuatan melawan hukum) 

Secara alur waktu, akibat hukum pertama kali timbul dari adanya suatu hubungan 

hukum, peristiwa hukum ataupun objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, akibat 

hukum timbul karena adanya hubungan hukum di mana di dalam hubungan hukum ada 

hak dan kewajiban.25 Satjipto Rahardjo berpendapat peristiwa hukum memiliki fungsi 

untuk menggerakkan hukum, hukum memberi suatu kualifikasi tertentu kepada hubungan 

tertentu sehingga dapat disebut sebagai hubungan hukum.26 Untuk timbulnya akibat 

hukum dirumuskan bahwa terdapat 2 tahapan yang meliputi adanya syarat tertentu berupa 

terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan 

hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan disarankan untuk membedakan antara 

dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang 

 

23Jazim Hamidi, Revolusi Hukum Indonesia Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah 
Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Yogyakarta, Konstitusi Press & Citra 
Media, 2006, hlm. 200. 

24 R Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 295. 
25 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Tinggi, 2010, hlm.131. 
26 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, 2006, Citra Aditya Bakti, hlm. 40. 
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dipakai sebagai kerangka acuannya.27 
 

Dalam penelitian ini, teori akibat hukum dipakai untuk meneliti adalah akibat hukun 

berupa lаhirnyа, berubаhnyа, аtаu lenyаpnyа suаtu keаdааn hukum tertentu dаn аkibаt 

hukum berupа lаhirnyа, berubаhnyа, аtаu lenyаpnyа suаtu hubungаn hukum tertentu. 

Teori ini dipakai untuk menjelaskan mengenai akibat hukum dari Putusan Kasasi Nomor 

4271K/Pdt/2022 terhadap para pihak yang berperkara. 

G. Metode Penelitian 
 

Penelitian hukum dalam arti konkrit adalah penelitian pelaksanaan hukum, atau 

hukum yang tampak dalam pelaksanaan (law in action), atau hukum yang bergerak (recht 

in beweging). Termasuk dalam penelitian ini adalah meneliti putusan hakim atau tindakan 

pemerintahan yang melaksanakan hukum, atau atas dasar wewenang yang melekat seperti 

aturan kebijakan (freies ermessen atau discretionaire), serta meneliti hukum yang 

dilaksanakan masyarakat. Hukum dalam arti kongkrit yang dimaksud adalah the living 

law atau hukum yang hidup.28 Dalam meneliti pada penulisan skripsi ini, penulis memakai 

metode penelitian yaitu sebagai berikut ini: 

1. Jenis Penelitian 
 

Penlitian hukum berdasarkan jenis, sifat dan tujuannya secara umum dibedakan 

menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Namun 

demikian dalam praktek penelitian hukum di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) jenis 

 
 

 

27 Satjipto Rahardjo, Op. Cit., hlm. 37. 
28 Sigit Sapto Nugroho, Metodologi Riset Hukum, Sukoharjo, Oase Pustaka, 2020, hlm. 25. 
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penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris dan 

penelitian hukum normatif-empiris.29 

Dalam penulisan ini, jenis penelitian yang digunakan penulisan adalah penelitian 

hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum (legal research) 

adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, 

maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. 

Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep 

baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.30 Jenis penelitian 

ini pada prinsipnya adalah mengkaji norma hukum yang telah berlaku. 

2. Pendekatan Penelitian 
 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian yaitu 

sebagai berikut : 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) 
 

Statue Approach atau Pendekatan perundang-undangan adalah metode 

pendekatan pada suatu penelitian yang dilaksanakan melalui proses penelaahan 

terhadap kesemua peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang 

berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas (diteliti).31 

Pada penelitian ini perundang-undangan yang dipakai oleh penulis dalam 

melakukan pendekatan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang- 

 

29 Salim HS dan Erlies, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta, Raja 
Grafindo Persada, 2013, hlm. 25. 

30 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 
2005, hlm. 35. 

31 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram, Mataram University Press, 2020, hlm. 56. 
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Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agung, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang- 

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya. 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 
 

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara 

melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi 

yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

yang tetap.32 

Pada penelitian ini, kasus yang dianalisa oleh penulis adalah kasus perbuatan 

melawan hukum perselingkuhan, Perkara Tingkat Pertama Nomor 

14/Pdt.G/2019/PN. Sdw, Perkara Tingkat Banding Nomor 129/PDT/2019/PT SMR 

dan Perkara Tingkat Kasasi Nomor 4271K/Pdt/2022. 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
 

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa jenis dan sumber bahan hukum 

untuk menelaah dan melakukan analisa dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian 

yaitu sebagai berikut : 
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33 Sigit Sapto Nugroho, Metodologi Riset Hukum, Sukoharjo, Oase Pustaka, 2020, hlm. 67. 

 

 

 
a. Bahan Hukum Primer 

 
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan 

perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan (lebih-lebih bagi 

penelitian yang berupa studi kasus) dan perjanjian internasional (traktat).33 Dalam 

penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah sebagai berikut: 

i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75), 

ii. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), 

iii. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316), 

iv. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 

Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359), 

v. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958), 
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vi. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5076), 

vii. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 6401), 

viii. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897), 

ix. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan 

dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3250), 

x. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan 

dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3425), 

xi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 6718), 

xii. Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 14/Pdt.G/2019/PN. 

Sdw, 

xiii. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 129/PDT/2019/PT 

SMR, 

xiv. Putusan Mahkamah Agung Nomor 4271K/Pdt/2022. 
 

b. Bahan Hukum Sekunder 
 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas; buku 

hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip prinsip dasar (asas hukum), pandangan 

para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia 

hukum. Wawancara dengan nara sumber ahli hukum untuk memberikan pendapat 

hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan 

hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogianya 

tidak terlibat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi 

objektif.34 

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, buku-buku teks di bidang 

hukum, hasil penelitian, hasil karya pada bidan keilmuan hukum, serta yang 

lainnya.35 

 

34 Muhaimin, Op. Cit., hlm. 60. 
35 Saut P. Panjaitan, Seri Kuliah Ringkas: Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta, Penerbit Erlangga, 

2021, hlm. 151. 
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c. Bahan Hukum Tersier 

 
Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi suatu petunjuk 

tertentu atau menjelaskan yang telah disebutkan pada bahan hukum primer serta 

bahan hukum sekunder berupa kamus umum, kamus bahasa, koran, artikel, 

internet.36 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
 

Penulis melaksanakan pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi 

kepustakaan. Dalam teknik studi pustaka dilakukan suatu penelaahan terhadap bahan- 

bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum 

tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan-bahan hukumtersebut dapat 

dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan 

penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.37 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Teknik analisis bahan hukum yang dipakai oleh penulis pada penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif dengan melakukan analisis terhadap bahan hukum yang telah 

diperoleh dan menyusunnya secara sistematis untuk memahami serta menyelesaikan 

permasalahan hukum yang dibahas pada penelitian ini. 

 
 
 
 
 
 

 

36 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Surabaya, Bayumedia, 2008, 
hlm. 295. 

37 Sigit Sapto Nugroho, Op. Cit., hlm. 70. 
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6. Teknik Penarikan Kesimpulan 
 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penarikan kesimpulan dengan memakai 

metode teknik berpikir induktif. Penalaran induktif merupakan proses berpikir yang 

didasarkan prinsip memiliki sifat keberlakuan yang universal (umum) berdasarkan fakta 

yang bersifat spesifik (khusus) pada suatu tahapan induksi tertentu. 
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